aan ~ 


kiman kumuh, ia me 
lihatnya bukan hanva 
tata ruang, melainkan 
sebagai bagian dari 
masalah ekonomi (ur 
ban economid. Kare 
na, masalah ini juga, 
menjadi masalah du 
nia. “Mereka juga ter 
masuk anggota ana- 
tomi kota,” kata Budi 


Mereka mempunyai 
fungsi penting bagi 


kota. Mereka juga me 
rupakan part of the 
word, tambahnya. 
Mereka juga berhak 
mendapatkan pela- 
yanan dan perbaikan 
taraf hidup serta per- 
baikan lingkungan hi- 
dup, pendidikan yang 


STIMEWA 


Budi Lim Dip Arch., Dip: UD IAI 


lebih baik. Namun, 
untuk itu harus ada intervensi dari peme- 
rintah. Karena jika hanya diserahkan 
kepada swasta, tidak akan mampu. Budi 
melihat, adanya program pembangunan 
perumahan bagi masyarakat kurang 
mampu yang dilaksanakan pemerintah se- 
lama ini, makin lama makin baik. Ia me- 
nunjuk pembangunan rumah susun di 
Kemayoran dan Tebet, sebagai contoh. 

la kurang sependapat dengan adanya 


pemekaran kota Jakarta sampai ke Jabo- 
tabek. Alasannya, bagi yang mampu 
mungkin tidak menjadi soal. Tetapi bagi 
yang kurang mampu, akan sulit meng- 
atasi kehidupannya karena beban trans- 
portasi. Tidak mengherankan, jika banyak 
warga tak mampu memilih bertahan hi- 
dup di perkotaan untuk menghindari be- 
ban kehidupan yang berat itu. 

Budi berpendapat, kita semua harus 


Kota Jakarta juga bermula dari. 
sebuah Small Settlement. j 
Kemudian terus berkembang 
sampai sekarang. Adapun 
adanya kesemrawutan yang 
ada sekarang, ia yakin, bisa 
diperbaiki. Asal, ada political 
will dart para pejabat dan 
perangkatnya, di samping 
partisipasi dari segenap 
“A3 masyarakat. Apalagi, Jakarta 
A pada sekitar abad 18 dikenal 
| kecantikannya di Asia. Bahkan 
mendapat julukan Prince of the 
East, sehingga menjadi 
percontohan di mana-mana. 


dapat  mengoptimal- 
kan kota Jakarta, se- 
bagai Ibukota negara, 
Sebab, kita semua me- 
miliki tanggung Jawab 
untuk itu. “Mari kita 
bikin, kota kita menja- 
di lebih baik. Jika ada 
sistem yang masih ku- 
rang baik, mari kita 
perbaiki bersama. Jika 
mau memilih warna, 
bisa dilakukan secara 
terencana bersama-sa- 
ma. Agar semua bisa 
menikmatinya,” tutur- 
nya. 

Ia berpendapat 
agar setiap perenca- 
naan tata ruang mau- 
pun perubahan yang 
ada, dapat dibuka ter- 
hadap masyarakat. 
Sebab kita harus berkonsep bahwa Jakar- 
ta adalah milik kita. "Kita tidak minta kota 
kita menjadi mewah dulu. Tetapi lebih ba- 
ik menjadi sehat dulu, daripada kosmetik 
atau kecantikan, demi masa depan anak- 
anak kita. Karena kita punya tanggung ja- 
wab terhadap generasi berikut. Dan Ja- 
karta adalah cermin dan patokan bagi ko- 
ta-kota lain di Indonesia. m 
Andarokmi/ L.P. Lestari /Zaki 


PENTING, 
MASYARA 


erkembangan perkotaan, tidak da- 
pat dilihat dengan sebelah mata. Me- 
nganggap suatu perkembangan yang 
datang dengan sendirinya dan tumbuh 
dengan sendirinya, merupakan hal yang 
salah. Justru, perkembangan perkotaan 
membutuhkan suatu pola pengembangan 
kawasan yang jelas. Yaitu: tata ruang. 
Akan tetapi tata ruang tidak ada dengan 
sendirinya. Tetapi, membutuhkan suatu 
pemikiran-pemikiran yang panjang, hasil 
dari analisa suatu dasar pemikiran. 
Sebagai pelaku pembangunan, ternya 
ta tidak hanya pemerintah yang berkepen- 
tingan. Melainkan juga swasta dan masya- 
rakat. Sering terlupa, satu pelaku pemba 
ngunan yang justru sebagai pemakai ada 
lah masyarakat. Ternyata masyarakat 
membutuhkan suatu peran yang kuat da 
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ERANSERT 


lam pembangunan. 

Kondisi pembangunan di perkotaan, 
muncul karena adanya iklim ekonomi dan 
pertumbuhan penduduk. Kecenderungan 
peningkatan kondisi perekonomian di per- 
kotaan dan kecenderungan penurunan ke- 
sempatan kerja di pedesaan, ditambah lagi 
laju perpindahan penduduk dari desa ke 
kota, 

Seiring dengan perkembangan pemba- 
ngunan di perkotaan, peranserta masyara- 
kat sangat dibutuhkan. Pola kemitraan an- 
tara pemerintah, masyarakat, dan swasta, 
diharapkan terletak pada kerangka pem- 
bangunan yang berwawasan lingkungan. 
Pola kemitraan ini, merupakan faktor kun 
ci dalam pelaksanaan pembangunan. 

ltu antara lain diketengahkan para 
pembicara Konvensi Nasional yang ber 


langsung di Jakarta Convention 
Center, baru-baru ini. 


Pengembangan kawasan 
perkotaan 
Menurut Budhy Tjahjati S. Soe- 

gijoko--Deputi Bidang Kerjasama 

Luar Negeri/Bappenas, kota dituntut 

agar dapat berfungsi lebih efisien, 
namun di lain pihak, jumlah penduduk 
yang semakin meningkat, serta munculnya 
permasalahan-permasalahan perkotaan 
lainnya yang semakin rumit dan kompleks, 
tidak dapat dihindari. 

Semakin besarnya daya tarik kota yang 
disebabkan oleh akumulasi kegiatan per 
ekonomian dan industri jasa, dan semakin 
kurangnya kesempatan kerja yang tersedia 
di daerah pedesaan, memacu lahirnya ko- 
ta-kota di negara berkembang. Kondisi ini 
membutuhkan satu penataan ruang yang 
dapat memenuhi beberapa aspek. Seperti: 
fungsional, efisiensi, dan estetika. 

"Penataan ruang sering dikaitkan de 
ngan aspek fungsional, efisiensi, dan este 
tika. Hal ini, memberi kesan penataan TW 
ang erat hubungannya dengan penataan tì- 
sik," kata Ir, A. Edwin Kawilarang--Ketua 


aw“ www 


Real Estat Indonesia. Dijelaskan, mulai 
dari subyek, yaitu manusia yang meman 
faatkan ruang untuk melaksanakan inter 
aksi, ditata secara estetis, efisien, dan 
fungsional. Dengan interaksi ekonomi, 
sosial, dan budaya pada berbagai lapisan 
masyarakat sebagai pemakai ruang. 

Prosentase membuktikan, cepatnya la- 
ju perkembangan kota akibat dari pesat- 
nya laju pertumbuhan penduduk perko- 
taan yaitu 5,5 persen, meskipun laju per- 
tumbuhan penduduk secara keseluruhan 
menurun menjadi 1,9 persen per tahun. 
Tingginya tingkat pertumbuhan pendu- 
duk tersebut, memberikan beberapa dam- 
pak. Seperti: kesenjangan antara permin- 
taan dan suplai akan perumahan yang se- 
makin lebar, tingginya beban pelayanan 
yang harus diemban oleh kota inti, keper- 
cayaan pemerintah kepada swasta, dan 
penyediaan perumahan permukiman. Se- 
hingga imbasannya, melanda berbagai as- 
pek lingkungan perkotaan, seperti: kondi- 
si sarana, prasarana, dan pelayanan per- 
kotaan. 

Penduduk dan kegiatan perkotaan ter- 
sebut. akan lebih banyak mengumpul pa- 
da 23 kota metropolitan dan kota besar, 
yang tersebar di pulau Jawa, Bali, dan Su- 
matera. Pada akhir Pembangunan Jangka 
Panjang (PJP) II, terjadi kecenderungan 
pertumbuhan kota. "Oleh karena itu, ke- 
bijaksanaan dan strategi dasar pemba- 
ngunan perkotaan pada PJP II, diarahkan 
untuk mengurangi kesenjangan pertum- 
buhan dan menyeimbangkan persebaran- 
nya." jelas Prof. Dr. Ir. Herman Haeruman 


E Wi a 
a 4 


Munculnya kota-kota baru tidak saja di sekitar 


—Deputi Bidang Regional dan Daerah/ 


La SAN Sinta TO 


Bappenas. 

Menurut Ir. Ruslan Diwiryo—Sekreta 
ris Jendral Departemen Pekerjaan Umum, 
"Pertambahan penduduk di Jakarta, 
membutuhkan tambahan pelayanan in- 
frastruktur dan fasilitas perkotaan lain- 
nya dalam jumlah besar, yang tentunya 
memerlukan biaya yang besar pula. Selain 
itu, menuntut kemampuan manajemen 
kota yang semakin andal.” 

Beban pembangunan kota besar, tidak 
hanya berasal dari kota itu sendiri, tetapi 
pengaruh pembangunan kota kecil di se- 
kitarnya, memberi beban yang tidak sedi- 
kit. Pembangunan kota besar tersebut, 
boleh jadi dapat menjadi kota raya, baik 
dari segi fisik maupun institusi pengelo- 
laan kota. 

Dengan membesarnya wilayah kota, 
bahkan melampaui batas-batas adminis- 
tratif, memacu perlunya keterpaduan 
pembangunan antara satu kota dengan 
kota-kota kecil di sekelilingnya, sehingga 
saling menguntungkan secara fisik dan 
ekonomi. 

Pertumbuhan kota yang demikian 
pesat, menuntut adanya pemikiran yang 
panjang, yang direalisasikan dalam pena- 
taan ruang perkotaan yang bersifat makro 
maupun penataan ruang internal perko- 
taan. Tanpa adanya langkah antisipasi 
berupa penataan ruang perkotaan, maka 
dapat diramalkan kota akan tumbuh tan- 
pa kendali dan cenderung semrawut. 

"Pembangunan yang bersifat sporadis 
selama ini, telah menimbulkan persoalan 
baru, seperti bertumpunya beban lalu lin- 
tas pada kawasan-kawasan tertentu, ting- 


Jakarta tapi juga di sekitar kota besar lain di Pulau Jawa 


ginya tingkat ketergantungan kota-kota 
kecil di sekitar kota inti sehingga menim- 
bulkan kemacetan yang semakin parah,” 
kata Ir. H. Eddy Kuntadi, salah satu pem- 
bicara pada Konvensi Nasional tersebut. 


Tata ruang 

"Di sisi lain, tata ruang nasional yang 
berwawasan nusantara dijadikan pedo- 
man bagi perencanaan pembangunan, 
agar penataan lingkungan hidup dan pe- 
manfaatan sumber daya alam, dapat dila- 
kukan secara aman, tertib, efisien, dan 
efektif,” papar Herman. 

Kawasan Andalan dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), meng- 
antisipasi potensi dan peluang pemba- 
ngunan yang muncul dalam waktu yang 
bersamaan dalam ruang nasional, maka 
perlu dikembangkan kawasan-kawasan 
pertumbuhan yang didukung oleh prasa- 
rana dan sarana yang memadai. 

Herman menegaskan, dalam pengem- 
bangan kawasan-kawasan andalan terse- 
but, peranan kota-kota atau sistem pusat 
sangat penting. "Peranan kota-kota terse- 
but, tidak hanya diarahkan untuk mem- 
percepat pertumbuhan, tetapi juga seba- 
gai sarana untuk menyebarkan pertum- 
buhan,” jelas Herman. 

Banyak masalah yang dihadapi akibat 
dari meluasnya kawasan perkotaan ini, 
seperti: masalah lingkungan mengenai 
konversi lahan. Dengan meluasnya ka- 
wasan perkotaan, berarti dibutuhkan pe- 
ningkatan pelayanan infrastruktur dan fa- 
silitas kota. Tanpa adanya pemenuhan 
tuntutan, maka beban yang semakin be- 
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rat, ditanggung oleh kota tersebut, Contoh 
kongkret yang dapat dilihat, yaitu: kema 
cetan lalu lintas, pencemaran udara, dan 
masalah banjir. 

Peran infrastruktur di kawasan perko- 
taan, merupakan aspek yang tidak dapat 
begitu saja diabaikan. Tanpa adanya pem- 
bangunan infrastruktur yang memadai, 
maka kualitas pengembangan kota akan 
menurun dan kurang efisien. Sehingga 
pembangunan infrastuktur kota harus di- 
bangun, dengan dukungan rencana pe- 
ngembangan kota secara menyeluruh, ter- 
masuk perizinan dan pengendalian pe- 
mantaatan ruang kota yang konsisten. 

Menurut Ruslan, terdapat beberapa 
langkah yang dapat ditempuh dalam me- 
realisasi infrastruktur di kawasan perko- 
taan, seperti: menggunakan charging da- 
lam proses kegiatan produksi, menarik se- 
bagian manfaat yang diperoleh masyara- 


ee 


perkotaan. 


kat atas dibangunnya infrastruktur terse- 
but. "Tentu saja, langkah ini diterapkan 
pada kota-kota yang mempunyai kemam- 
puan tinggi dan sedang, serta mempunyai 
perkembangan ekonomi yang baik,” lanjut 
Ruslan. Edwin mengingatkan kembali, 
gambaran umum tentang permasalahan 
dalam pembangunan perkotaan, yaitu: ta- 
nah, prasarana dan utilitas, bahan ba- 
ngunan, perizinan, pendanaan, dan pendi- 
dikan. Harga pembebasan dan pelaksana- 
an pembebasan tanah, termasuk dalam 
masalah tanah. Bepitu juga, dengan tidak 
adanya rencana pembangunan prasarana 
dan utilitas oleh pemerintah, sehingga pi- 


Pertambahan penduduk di Jakarta, membutuhkan 


hak swasta harus membiayai pembangun- 
an jaringan tersebut. 

Ruslan menegaskan, prasarana dan 
utilitas yang tidak cukup pada suatu kota, 
dapat menyebabkan adanya kerugian dari 
investasi swasta dan masyarakat, berupa 
inefisiensi, Di lain sisi, terjadi kerugian 
lingkungan seperti: polusi dan ketidak- 
nyamanan, yang dalam jangka panjang 
merugikan masyarakat. 

"Charging dalam proses kegiatan pro- 
duksi, dimana pengguna fasilitas dibebani 
suatu jumlah charge, yang besarnya lebih 
rendah dari besarnya kerugian yang diala- 
mi oleh pengguna tanpa infrastruktur 
tambahan. Dengan adanya kemampuan 
masyarakat, maka swasta dapat diminta 
untuk membangun infrastruktur,” papar 
Ruslan. 

Pada hakekatnya, penataan sistem 
perkotaan, menurut Herman, merupakan 


tambahan pelayanan infrastruktur dan fasilitas 


upaya meningkatkan keterkaitan antar 
kota dalam hubungan yang saling mendu- 
kung antara kota metropolitan, kota besar, 
kota sedang, dan kota kecil, serta pusat- 
pusat lainnya melalui penataan fungsi- 
fungsi kota, untuk mendorong pertum- 


buhan dan menyebarkannya pada wilayah 
di sekitarnya. 


Masyarakat, pemerintah, 
dan swasta 

Sebelum berbicara Jauh tentang pola 
kemitraan, terdapat dua hal yang dapat 
dipandang sebagai milestone dalam pem- 
bangunan infrastruktur. Pertama, PP No- 


mor 20 Pe 1994, kedua, diadak ya 
World Infrastructure Fo a 
1994. Ka Pada Okdobe, 
Maksudnya, pemban unan 
terutama pembatasan prasarana, dan 
sarananya, terbuka luas untuk diken" 
bangkan melalui pola-pola kemitraan an 
tara pemerintah, swasta, dan masyara A 
Menurut Herman, strategi Investasi a 
bangunan perkotaan dengan pola-pola 
kemitraan pada dasarnya dimaksudkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan 
1) Mempercepat pelayanan 
masyarakat yang sudah lama m 
pelayanan prasarana dan sarana 
an yang memadai, dan juga mem 


percepat 
pencapaian sasaran-sasaran pembangun- 
an nasional, 


2) Meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. Dalam arti, efisiensi dan efek- 
tifitas, cakupan, kuantitas dan kualitas 
pelayanannya, dan 

3) Meningkatkan pendapatan asli pe- 
merintah daerah dan membuka lapangan 
kerja serta usaha masyarakat. 

Setelah melihat masalah yang dihada- 
pi oleh pembangunan perkotaan yang spo- 
radis, dimana memberi dampak terhadap 
keadaan kota raya maupun kota induk itu 
sendiri, maka dibutuhkan satu penataan 
ruang. Berupa pemenuhan kebutuhan 
infrastruktur, untuk mendukung kegiatan 
sosial ekonomi kota, serta untuk memeli- 
hara lingkungan perkotaan. 

B.J. Habibie mengingatkan, pemba- 
ngunan perkotaan juga sangat memerlu- 
kan dukungan teknologi dan sumberdaya 
manusia yang unggul. Penataan ruang 
dan pembangunan perkotaan dapat berja- 
lan secara optimal, apabila pembangunan 
itu sekaligus berfungsi dalam pemberda- 
yaan masyarakat dengan cara melibatkan 
masyarakat berfikir dan berperanserta 
dalam memecahkan masalah pembangun- 
an perkotaan. 

Ginanjar Kartasasmita mengatakan 
pula, penguatan peranserta masyarakat 
dalam penataan ruang dan pembangunan 
perkotaan, perlu dibahas secara menda- 
lam dan diarahkan, agar masyarakat turut 
menentukan dan mengambil manfaat 
yang sebesar-besarnya serta tidak men- 
jadi korban dari penataan ruang dan pem- 
bangunan perkotaan itu sendiri. 

Ditegaskan oleh Herman, bahwa pada 
PJP Il, pelaku utama pembangunan bu- 
kan lagi pemerintah, tetapi masyarakat. 
Pemerintah menyiapkan iklim yang kon- 
dusif dan perangkat-perangkat yang men- 
dorong serta mendukung terwujudnya pè 
ranserta masyarakat dalam pembangun 
an, dalam rangka pencapaian sasaran 
pembangunan nasional, 


kepada 
enunggu 
perkota- 
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Jelas sudah, peranserta masyarakat 
dibutuhkan dalam pembangunan, bahkan 
sebagai pelaku utama. Sumbang saran 
dan ide-ide brilian dinanti, untuk membe- 
rikan bentuk-bentuk yang bermanfaat da- 
lam pembangunan baik secara fisik mau- 
pun nonfisik. Sekali lagi, Herman menan- 
daskan, masyarakat sebagai pelaku uta- 
ma dalam pembangunan perkotaan, perlu 
diberi peran dan kedudukan yang setara 
dengan peran pemerintah dalam upaya- 
upaya pembangunan perkotaan. 

Edwin berpendapat, dua pihak yang 
terkait dalam pembangunan perkotaan 
yaitu: pemerintah dan swasta. Masa lalu, 
pelaksana pembangunan perkotaan lebih 
diambil oleh pemerintah, tetapi saat ini, 


peran tersebut, telah lebih banyak diambil ? 


oleh swasta dan pemerintah hanya 


berperan sebagai penentu kebijakan dan : 
pengawasan. "Iklim usaha yang kondusif, ; 
merupakan syarat mutlak yang dituntut “ 


oleh pihak swasta untuk melaksanakan 
pembangunan. Sedangkan pihak peme- 
rintah, berkepentingan bahwa pemba- 
ngunan tersebut dapat merata bagi selu- 
ruh lapisan masyarakat,” lanjut Edwin. 

Dengungan pada satu bentuk kerjasa- 
ma antara swasta dan pemerintah telah 
lama ada. Pola kerjasama itu disebut pola 
kemitraan. Edwin lebih menekankan, pola 
kemitraan terjadi hanya antara pemerin- 
tah dan swasta, yang memiliki peran yang 
sudah jelas. Memang, diperlukan pola ini 
untuk melaksanakan pembangunan per- 
kotaan sehingga tercapai tujuan pemba- 
ngunan yaitu masyarakat yang sejahtera, 
adil, dan makmur. 

Pola kemitraan pembangunan kota, 
terbagi dalam dua pola dasar, yaitu: pe- 
ranserta swasta dan masyarakat dalam 
pembangunan atau private and community 
participation dan kerjasama kemitraan an- 
tara masyarakat, pihak swasta, dan pe- 
merintah atau public-private and communi- 
ty partnership. 

“Pola pertama, lebih bertumpu pada 
pemberian peluang-peluang pada masya- 
rakat untuk berpartisipasi dalam jangka 
waktu tertentu, pada pembangunan yang 
tadinya merupakan tugas pemerintah. 

pola kedua, terdapat pembagi- 
an modal kerja atau capital sharing, yang 
menjadi tanggung jawab masing-masing 
pihak, dan adanya pembagian keuntung- 
an dan resiko, atau profit and risk shar- 
ing,” kata Herman. 

Kenyataannya, dengan terbatasnya 
dana dari pemerintah untuk pembangun- 
an, menyebabkan peran dalam melaksa- 


nakan pembangunan perkotaan lebih di- = 


berikan pada swasta. Pemerintah lebih 
berperan sebagai penentu kebijakan dan 


Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita 


pengawasan, sedangkan swasta sebagai 
pelaksana pembangunan. 

Di lain sisi, Edwin memberikan solusi, 
"Kemitraan antara pelaku pembangunan, 
merupakan alternatif yang tepat untuk 
melaksanakan pembangunan secara efi- 
sien dan efektif, dalam hal ini unsur pe- 
merintah, swasta, dan masyarakat.” De- 
ngan adanya keterlibatan masing-masing 
unsur tersebut, diharapkan adanya ko- 
munikasi yang lancar, sehingga mengu- 
rangi kendala-kendala yang ada di la- 
pangan. 

Herman juga membenarkan, melalui 


keterbukaan informasi dan peluang ber- 
partisipasi, masyarakat dilibatkan dalam 
proses penyusunan rencana kota, melalui 
mekanisme yang ada. Begitu juga, peme- 
rintah daerah perlu memberikan informa- 
si sejelas-jelasnya kepada masyarakat, 
mengenai rencana pembangunan kota. 


Kota baru 

Sejauh mata memandang, terbukti ba- 
nyak lahir kota baru di sekitar Jakarta. 
Pembangunan kota dapat dilakukan da- 
lam waktu relatif singkat, secara serentak 
dan menyeluruh. Menjamurnya kota baru 
itu, akibat dari pembangunan permukim- 
an secara sporadis. Ini merupakan dam- 
pak negatif yang dapat diatasi, berupa ke- 
terpaduan pembangunan skala besar. 
Mau tidak mau, harus ada satu keterpa- 
duan pembangunan skala besar, baik fasi- 
litas umum, fasilitas sosial, maupun ber- 
bagai macam infrastruktur. 

"Perluasan kawasan perkotaan, me- 
nambah desakan dan tekanan terhadap 
daerah-daerah pinggiran yang notabene, 
merupakan daerah pertanian yang subur. 
Dan beberapa di antaranya, merupakan 
kantong-kantong produksi beras nasion- 
al,” kata Ruslan. 

Manfaat yang dapat diambil oleh pe- 
merintah dengan lahirnya kota baru, be- 
ban jalan dan pelayanan kota induk men- 
jadi berkurang. Sebab, sebagian besar ke- 
butuhan penghuni sudah mampu dipenu- 
hi sendiri. Sarana angkutan umum sangat 
mungkin diciptakan dengan bekerjasama 
antara pemerintah dan pengembang. Se- 
dangkan manfaat pengusaha, selain per- 


Peran infrastruktur di kawasan perkotaan, merupakan aspek yang tidak dapat begitu saja diabaikan. 
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timbangan ekonomis, juga pemikiran ten 
tang pengembangan berbagai inovasi dan 
kreativitas pengembangan perumahan. 

Ada beberapa jenis kota baru yang me- 
landa Jakarta dan sekitarnya, seperti su 
perblok dan kota satelit. Menurut Dr. Ir. 
Danisworo, superblok adalah suatu kom- 
pleks yang luas dengan multifungsi dan 
terpadu sebagai tempat tinggal, bekerja, 
belajar, beribadat, berolahraga, berekreasi, 
dan kota ini berada di tengah kota inti. Ko- 
ta satelit sering disebut bad room commu- 
nių atau kota asrama, biasanya berada 
berdekatan dengan kota inti. Sebagian be- 
sar kebutuhan penghuni kota ini, masih 
bergantung dengan kota induk, yang be- 
kerja di luar kota satelit di siang hari, se- 
dangkan hunian hanya digunakan untuk 
istirahat di malam hari. 

Sesuai dengan namanya, kota baru 
mandiri dapat memenuhi kebutuhan peng- 
huninya secara mandiri, mulai dari mela- 
hirkan sampai meninggal dunia. Artinya, 
fasilitas yang disediakan mulai dari rumah 
sakit bersalin sampai pemakaman. 

"Pembangunan kota-kota atau pusat 
baru tidak diperbolehkan, bila bertentang- 


an atau tidak mendukung pemantapan 
fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam 
sistem kota-kota yang bersangkutan,” pa- 
par Herman. Hal ini dapat dimaklumi, ka- 
rena dapat mengubah bahkan merusak 
fungsi, pola, dan struktur ruang secara 
keseluruhan, 

Bagaimana dengan Jakarta dan seki- 
tarnya? Perkembangan wilayah perkotaan 
di sekitar Jakarta, mengakibatkan desa 
berubah menjadi kota, seperti: Tangerang 
117 buah dan Bekasi 59 buah. "Mengha- 
dapi era 2003, diperkirakan perlu adanya 
fungsi khusus kota Jakarta, sebagai kota 
pelayanan atau service city untuk kegiatan 
perekonomian Internasional dan Nasio- 
nal,” kata Iwan Hendradi B.I., salah satu 
pembicara pada Konvensi Nasional itu. 
Perubahan penggunaan lahan di Jakarta, 
ditandai dengan munculnya pusat-pusat 
dan sub pusat baru, dalam jaringan trans- 
portasi regional serta berbagai proses 
perubahan lainnya sebagai akibat perkem- 
bangan ekonomi. Sebagai contoh, per- 
luasan area permukiman tahun 1980, 
seluas 70.794 ha menjadi 118.842 ha pada 
tahun 1994. 


Ir. Boy Bhirawa, IAI. 


BANYAK DIATUR 
KEKUATAN EKONOMI 


spek yang paling penting dalam 
pengaturan bangunan dan ling- 

an, berawal dari keterlibatan 

dan partisipasi masyarakat yang akan 
menjalani peraturan itu. Hal ini, mengan- 
dung arti peraturan bangunan secara va- 
lue (nilai), maksud, dan tujuan harus di- 
dukung oleh masyarakat. Sehingga, ma- 
syarakat dapat menghayati dan menjalan- 
kannya dengan kesadaran penuh. Untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
perlu adanya suatu pembinaan. Pembina- 
an ini, dapat ditanamkan sejak dini, yaitu 
pada anak seusia sekolah dengan penge- 
nalan lingkungan kota, misalnya menge- 
nal rambu-rambu lalu lintas dan mena- 
namkan disiplin yang tinggi dalam ber- 
tingkah laku di tempat umum. Dan yang 
terpenting adalah menanamkan pengerti- 
an mengenai perlunya kebersamaan sis- 
tematik dalam kehidupan moderen, de- 
mikian tutur Dr. Ing. Jo Santoso sebagai 
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salah satu pengamat sosial dalam kaitan- 
nya dengan urban design. (Baca Konstruk- 
si Juli 1995) 

Fenomena semacam ini, agaknya juga 
bisa terwujud bila pendidikan akan keber- 
sihan sudah dimulai sejak usia dini, papar 
Ir. Boy Bhirawa, IAI. Ibarat sebuah ba- 
ngunan, itu pun ada umurnya. Suatu sa- 
at, bangunan yang kumuh pun akan dire- 
novasi. Dan penyadaran akan kebersihan 
itu, bisa dilakukan secara bertahap. Me- 
masyarakatkan pentingnya arti kebersih- 
an di suatu permukiman, sehingga ma- 
syarakat bisa mencintainya, bisa dibuat 
sebagai langkah awal yang bisa dicoba, 
sarannya. 

Meninjau Jakarta, sepertinya faktor 
peninggalan karakteristik Belanda, ikut 
terpola pada tata ruang kota tersebut, Be- 
landa sangat bersifat kolonial, tuan tanah 
kerap membuat jarak, dan keinginan un- 
tuk memajukan acap terlambat. Wujud- 


Luas kota-kota baru di Sekitar J 
masing-masing berdiri di atas 
di atas 200 ha, seperti: Bumi se 
Damai, Cikarang Baru, Tigaraksa Li ng 
City, Royal Sentul, Bekasi, Bintaro Pie 
Citraland City Surabaya, Citraland Teluk 
Naga, Gading Serpong, Pantai Tia 
Kapuk, dan Modernland, 

Pemda DKI mengeluarkan $ 
Th 1990, yang mendukung A sa 
ngembangan pembangunan den 1 
block dan super Kan mengaca pada 
si sistem pengembangan pita ribbon sys- 
tem yang konvensional. Maksudnya, meru- 
pakan terobosan mengatasi sebagian per- 
masalahan manajemen kota terpadu dan 
menyeluruh yang menyangkut sistem lalu 
lintas, utilitas kota, dan infrastruktur ko- 
ta, terutama di kawasan pusat kota. 

Saat ini, pengembang memainkan pe- 
rannya dengan mengembangkan kawasan, 
baik di kawasan strategis yang ditetapkan 
oleh Pemda DKI Jakarta, meliputi: tujuh 
koridor di DKI Jakarta, daerah lingkar da- 
lam kedua, dan daerah yang karena tata 
letaknya tergolong prime land. m 


Rita 


nya adalah jalan-jalan yang besar dan 
bangunan yang sangat individu. Berbeda 
dengan Inggeris, dari awal memang ingin 
menjadikan negara jajahannya sebagai 
negara yang mampu berdiri sendiri. Se- 
cara sosial, Inggeris lebih memasyarakat. 
Untuk kawasan Asia, hal ini bisa dipotret 
di Singapura. Karakteristik Inggeris, san- 
gat jelas terlihat pada penataan bangunan 
yang sangat rapat, jalan-jalan lebih kecil, 
rapi, dan sangat terorganisasi. 


Terlihat tidak transparan 
Indikasi perubahan lahan hijau menja- 
di lahan komersil atau penggusuran per- 
mukiman kumuh “disulap” menjadi ka- 
wasan permukiman mewah, sebenarnya 
lebih banyak terjadi di kota-kota besar, 
terutama metropolis. Biasanya disebab- 
kan, ketergantungan ke sisi ekonomi yang 
terlalu besar dan tidak berkaitan dengan 
ekonomi global. Gejala seperti ini, agaknya 
selalu terjadi pada negara-negara ketiga 
yang mempunyai ketergantungan kepada 
negara yang lebih kuat. "Jadi sangat di- 
tentukan oleh kelompok-kelompok inves 
tor yang lebih makro. Tapi, secara 10 
masalahnya memang lebih banyak dise- 
babkan oleh faktor ekonomi dan tercipta- 
nya kutub-kutub ekonomi, Sehingga, ke” 
pemilikan dan kekuatan ekonomi dikuasai 
oleh satu kelompok saja. Kelompok yas 
; 9 Aa 
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